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PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Menimbang:

Mengingat :

NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG
PAJAK REKLAME

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPAT! ROTE NDAO

bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22
Tahun 1€99 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah

diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur
daerahnya sendiri:

bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur

tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan dengan Undang-
undang dimaksud:

bahwa pajak Reklame merupakan salah satu pendapatan
daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan
pemerintahan  daerah dan  pembangunan  untuk
memantapkan otonomi daerah yang [uas, nyata dan
bertanggungjawab;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana‘ tersebut
pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢ di atas maka dipandang

periu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak
Reklame.

Undang —undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209) ;

Uncang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian sengketa pajak ( Lembaran Negara Tahun

1987 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3684 ) ;

‘Undang — undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tzhun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685 ) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang --
undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun
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2000 Nomor 246, Tarabahan Lembaran Negara Nomor
4048),

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3686 ) ;

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemernntahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 Y3

Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Parimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)

Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentany
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Kerupsi,
Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1989
Nomer 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851),

Undang -~ undang Nomor g Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa
Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 2002, Nomor
22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4184 ) |

Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun 1983 tenftang
Pelaksanaan Undang — undang Nomor 8 tahun 1981
tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Momor 3258 ),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor

‘118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;

Keputus~n Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997
tentang Tata cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah |

. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daeran

Nomor 21 Tzhun 2001 tentang Penyusunan dan Materi
Muatar Produk-produk Hukum Daerabh;,

Keputusan Meonteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk
Hukura Daeral |
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15, Keputusan Menteri Dalam Negerl dan Otonomi Daerah
Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan
Produk Hukum Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan
Berita Daerah | :

17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun
2003 Tentang Pembentukkan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao ( Lembaran

Dacrah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2003 Nomor 003
Seii D Nomor 001).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO

MEMUTU SK AN

enetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE MDAO
TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Jalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

(. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao;

> Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Rote Ndao; .

4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipi! yand diberi tugas tertentu di bidang

Perpajakan Daeral: dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yand berlaku;

Penyidik Pegawai iegeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerinfah Daerah

yang berwewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan

penyidikkan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;

6. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Pajak Reklame yand selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah
atas penyelenggaraan Reklame,

8. Reklame adalah benda, alat atau media yang memuat bentuk, susunan
dan corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk
memperkenalkan, menganjurkan dan atau menyiap}(.an suatu parand,
jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat .dmhat. .d|baca atau
didengarian dari suatu ttempat oleh umum kecuali yangd dilakukan oleh

pemerintah;

W

page 3 of 17




10.

11.

13.

14,
15.

16.

18.

19.

20.

2t.

22

Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau Bacdan yang
menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau
untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya,

Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu
Reklame untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau

"menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara Reklame

kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri
untuk melakukan tugas pengawasan,

Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan
dalam bentuk apapun Yyang dapat digunakan untuk menonton,
menggunakan atau menikmati Reklame;

. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untulc membiayai
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau persekutuan hukum yatyd
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yand tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
comanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persexutuan, perkumpulan, yavasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk
usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;

QObyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame;
Subyek Pajak Rekiame adalah orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan atau memesan Reklame;

Waijib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau pbadan Yyang
menyelenggarakan Reklame; :

. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu)

bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan
Kepala Daerah;

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu)
tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang
fidalk sama déngan tahun takwin;

Pajak Yang Terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat
dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak
atau retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak atau
retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta nengawasan
penyetoran;

Surat Pemberitahuan Pajal Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah surat yang oleh. Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan
obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut ketenfuan Peraturan

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak digunakan unfuk melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak yang sorhutang ke Kas Daerah atau
ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Dasrah;
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23. Orral Motetapai: Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surai ketetapan pajak vang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
yang teriutang;

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKR adaleh swrat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
~anlhah pokek pojak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus
dibayar;

25. Suwrat  Ketetapsn Pajak  Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang
raanentulen tarbahan ates jumlah pajak yang telah ditetapkan;

28. Suiat Ketetapzrn Pajak Dacrah Lebih Bayar, yangsselanjutnya disingkat
SAPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak daerah karena jumlah kredit pajak lebih
besar daif pada »ajak vang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;

27. Surat Kstetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN,
auclah surat ietetapan pajaic yang menentukan jumlah pokok pajak yang
terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak
terhutang dan tidak ade kredit pajak:

28. Surat Tagihen Fajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
suluniul v jakuken tagihan pajak dan/atau sanksi administrzsi
oLiupa vunga den/atau denda:

29. Surat Keputusan Pembstulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam wene:apan
ketentuan ‘erteciu dalam neraturan Perundang-undangan Perpajakan
Lasrah veng irrdapot delam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat

Keetapan Pajel Doesh Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerzh Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah;

30. Surat Keputusan Kebaratan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadan Suwinl Yeteiapan Paiak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Koo ing Rayer 9oura? Ketolapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Keietepar Psjak Daszrah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Nihil atau terhadap Psmotongan atau Pemungutan oleh Pihak
Ketiga yang dizjucan oizh wailb pajak:

31. Putusan Banvinc adalih putusan badan peradilan pajak atas banding
ternadag suia! Nenultusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;

. Pembukuan adz'ah svatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpitkan date dan informasi keuangan yang meliputi
hai‘a, lewaiibai modal, punghasilan dan biaya serta jumiah harga
purolehan dav enyersharn barang atau jasa, yang ditutup dengan
MisayUsihe 1307 a ke dangar berupa neraca dan laporan rugi laba pada
setiap tahun pajak beraichir.

w
N

2AB 1l
arsfin OBYEL DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(1) Nama Pajak ird a<alah Fajak Reklame;
(2) Obyak Pajak Rekiame adaiah semua penyelenggaraan Reklame;
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(3) Reklame sebagzimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini antara lain:

a.

J.

Reklame papan / bilboard / megatron adalah reklame yang
diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kerias, plastik
fiber glass, kaca, batu logam atau bahan lain yang sejenis dipasang
pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara
digantungkan atau ditempatkan pada benda lain;

.Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan

mengguriakan bahan kain plastik, karet, bagor atau bahan sejenisnya
dengan itu;

. Reklame bersinar adalah reklame yang membuat tulisan atau gambar

yang terdiri atau dibentuk dari lampu pijar atau penyinaran lain yang
mernbarikan <inar di malam hari;

. Reklame fiim atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan

menggunakan kiise berupa kaca atau film atau bahan-bahan
sejenisnya dengan itu, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/aiau
diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan melali
esawat {eiavisi;

. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan

mengyunakan kata-kata yang diucapkan atau menggunakan suara
yang ditimbull<an dari atau perantaraan alat pesawat apaupun;
Reklaime berialan termasuk pada kendaraan adalah reklarne yang
diselenggarakan dengan cara berkeliling dengan ditempelkan atau
diterapatican pada kendaraan,

. Rekiame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan

cara memperagakan suatu barang dengan/tanpa disertai suara:

. Rekizme 1a2!-kat (stiker) adaiah reklame yang berbentuk lembaran

lepas aisclonagarakan dengan cara disebarkan, ditempelkan atau
dipasang pada benda lain; :

Reklame selsharzn adalah reklame yang disebarkan diberikan atau
dapzt dimint» dengan ketentuan untuk tidak ditempelkan diletakkan
pada banda lain;

Reklame udora adalah reklame yang diselenggarakan di udara
dengan menggunakan gas pesawat atau alat yang sejenisnya.

(4) Tidak termasulk cbyel Pajak Reklame adalah reklame yang dipasang
untuk keperiuarn tertentu sebagai berikut:

a.

b.

C.

Reklame vang diadakan oleh atau untuk keperluan pemerintah pusal
atau pemeinich daerah;

Pengumuman yang diadakan oleh atau untuk memenuhi ketentuan
dalam percturan perundang-undangan yang berlaku; _
Tuliszn atau benda-benda yang dipakai semata-mata untuk menjamin
keselamatan umum;

. Tulisan yeng dipasang berkenaan dengan pemilihan umum yang

diselenggaraikan berkenaan dengan peraturan perundang-undangan
yang beilalwu;

. Tulisan-‘ulisan, tanda-tanda lain dan sebagainya yang dipasang

berkenaan dengan adanya konferensi, kongres, rapat/pertemuan
partai atac organisasi-organisasi ‘semata-semata tidak mencari
keunfingan dengan batas tertentu, sedangkan untuk waktu
selebihinya dari jangka waktu yang ditetapkan tadi, pemasangan
selanjuinya dianggap sebagai pemasangan reklame biasa; .
Rekiame yaing ditempatkan pada suatu kendaraan yang berasai- dari
daerah'lain dar berada dalam daerah tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.
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Pasal 3

(1) Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan atau memesan Reklame;
(2) Waijib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan Reklame.
' BAB i
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame;

(2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka
waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame;

(3) Cara perhitungan nilai sewa reklame dan hasil perhitungan nilai sewa
reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5
Tarif Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITIUNGAN PAJAK

Pasal 6

(1) Pajak Reklame yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat
Reklame tersebut diselenggarakan, .
(2) Besarnya Pokok Pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan

tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN
SURAT PEMBERTAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu yang jamanya 1 (satu) bulan takwin
merupakan walktu untuk menghitung besarnya pajak terhutang.

Pasal 8

Saat pajak terhutang terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame dalam
masa pajak.
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Pasal 9

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal -ini harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak
atau kuasanya;

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan
kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah
berakhirnya masa pajak;

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oieh Kepala
 Daerah.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat M
Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan pajak terhutang
dengan menerbitkan SKPD:

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak atau
kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2%
(dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 11

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud
dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk
menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang
terhutang;

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajal,
Kepala Daerah dapat menerbitkan:

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

c. SKPDN. '
(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini
ditetapkan: .

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pa)alf
yang terhutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi
adminisirasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk janglga waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terhutangnya pajak;

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang
ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan _s.gnks.\
administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar t'Jn'tuk jangl_ca waktu
paiing lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat

terhutangnya paijak;
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c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tfidak dipenuhi, pajak yang
terhutang dihitung secara jabatan, dan dikenalcan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok
pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empaf) bulan
dihitung sejak saat terhutangnya pajak;

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini
diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang
terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar
100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ pasal ini
diterbitkan apabila jumiah pajak yang terhutang sama besamya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;

(6) Apabila kewajiban membayar pajalk terhutang dalam SKPDKB @
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini
fidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan,
ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi
berupa denda 2% (dua persen) sebulan;

(7) Penambahan jumiah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) pasai ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri
sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB Vi
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Pasal 12

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditetapkan ofeh Kepala Daerah maupun ofeh instansi pemungut melalul
Bendahara Penerima / Penyetor yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

(2) Bendahara Penerima / Penyetor wajib menyetor secara Bruto ke kas
daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam kecuali hari {ibur;

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
pasal Ini dilakukan dengan menggunakan SSPD;

(4) Apabila Bendahara Penerima / Penyetor lalai melaksanakan ayat (2)
pasal ini dikenakan sanksi 2% (dua persen) dari setoran bruto.

Pasal 13

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas,

(2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada \Wajib Pajak
untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan;

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)pasal
ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumiah pajak yang belum
atau kurang dibayar;
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(4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak
untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan
bunga sebesar 2% (dua persen) sehulan dari jumlah pajak yang belum
atau kurang dibayar; '

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembavaran serta
tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal (13)
Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat
dalam buku penerimaan;

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh
Kepala Daerah. :

BAB Vill
BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 15

(1) Kepada Instansi Pemungut diberikan Insentif sebesar 5% (lima persen)
dari setoran Bruto,

(2) Tata cara pembayaran upah pungut disesuaikan dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIX .
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari
sejak saat jatuh tempo pembayaran;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau
surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus
melunasi pajak yang terhutang;

(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat
yang berwewenang atau ditunjuk.

Pasal 17

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam
jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar
ditagih dengan Surat Paksa;

(2) Pejabat yang berwewenang atau ditunjuk segera menerbitkan Surat
Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat
Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
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Pasal 18

_Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24
lam sesudah, taiggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang

berwewenang ateu  diunjuk segera menerbitkan Surat Perintah
Melaksanakan Penvitaan. '

Pasal 19
Setefah dilakukan penyiican don VWajib Pajak belum juga melunasi hutang
pajaknya, setelah lcwat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat
Perintuh Wztaisanzian Fenyitaan, Pejabat yang berwewenang atau ditunjuk
mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor
Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat

pelaksanaan ielang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara
tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis clan isi formuiir yang dipergunakan untuk pelaksanaan
penagihan najak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAE X
FENGURANGAN, RERINGANAN DAM
PEMSEBASAN PAJAK

Pasal 22

(1) Kepala Daerat  berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat
memberikan pengurannan, keringanan dan pembebasan pajak;

(2) Tata cara pewberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

BAE X
TATA CARA PEINMBETULAN, PEMBATALAN,
PEMGURAMGAN KETETARPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU
FECGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

(1) Kepaia Laerah karoha Jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak
dapat: '

a. wlempetulian 3KFD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang
dalam penzpitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan
atau lekelirven dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan
Perpajakan Daeraly;
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b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa
punga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya.

&« ; (2) Permchonan: pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan

penghapusan ciau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada
Kepala. Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) haii
sejak tanggal dicerima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan
memberikan alasan yang jelas; §

(3) Kepala Dacrah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima,
sudah harus diberikan keputusan;

‘ (4) Apabila setalah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) pasal ini Kepaia Daerah atau Pejabat tidak memberikan

keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi
dianggap dikahulkan.

BAB XIi
WERERATAN DAN BANDING

Pasal 24

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah
atau Pejabat ales:
a. SKPD;

b. SKPDKB;
c. SKPDKBT,
d. SKPDLE;
e. SKPDN.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
harus disampaiian secara tertulis dalam bahasa \ndonesia paling lama 3
(tiga) bulan seiak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLE, dan
SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkari bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di fuar kekuasaaniya,

(3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka wakiu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima sudah memberikan keputusan,

(4) Apabila setelal lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) pasal ini iKepala Daerah atau Pejabat tidak
memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;

(5) Pengajuan kebaratan sSebeagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini

tidalk mentnda kewajiban membayar pajak.
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Pasal 25

(1) Waijib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian
Sengleeta Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya
Keputusan keberatan dari Kepala Daerah atau Pejabat;

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak
menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

(1) Apabila pengaijian keheratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24
Peraturan Daerah ini atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal
25 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan
pernbzyatan pajak dikembalikan dengan ditambah irmbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan;

(2) Apabila keberatan dan panding dari Wajib Pajak telah mendapat
keputusan yang tetap Kepala daerah wajib melaksakannya.

BAB XUl
FPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

(1) Kepala Dasrah atay Pejaoat atas permohonan wajib  pajak
mengembalikan kelebinan pembayaran pajak;

(2) Kepala Daerah atau Pejabzi dalara jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihzn
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus
membertikan kenutusan;

(3) Apabila dalam jangka waktu zebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal
ini dilampavi-Kepaia Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan,
permohonan pengembaiiar; kelebihan pembayaran pajak dianggap
dikabuiikan dan SKPDLE harus diterbitkan dalam waldu paling lama
1 (satu) bulan;

(4) Apabila Wajib Paak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pzjak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini
fangsung diverhitungican untuk rmelunasi terlebih dahuiu hutang pajak
dimaksud;

(5) Pengembalian ielebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan
menerbiticar: Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);

(6) Apabila pengeinbalian kelzbiban membayar pajak dilakukan setelah
lewat vaktu 2 (dua) balan ssjak diterbitkan SKPDLB, Kepala Daerah
atau Pejabat memberikain imbaian bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan atas kelerlambatan nembayaran kelebihan pajak.
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asal 28

Apabila kelebihan pambayaran paial .up@rhttungkan dengan hutang pajak
Iainnya sebagaimana dimaksuc dalam pzsal 27 ayat (4) Peraturan Daerah
ini pembas/ar*n cilakukan dengen cara pﬁm(ndanuu«uan aan bukti pemindah
bukuan jug=z Larlaku sebagai bukti pembayaran.

BAE XV
KADALLWARSA

" Pasal 29 .

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui
jangka waldu S (lima) tahun tarhiung sejak saal terhutangnya pajak,
kecuali apaiiz: Wajib Pajex melzkukan tindakan pidana di bidang
Perpajaiian Dasroh,

(2) Kadaluwarsa ;,L...,uc,'i)“:arx pajui sabagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini ditangaunlean apahiia:

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
b. Ada penJ:.'«u;.n nutang pajak dari VWajib Pajok baik langsung maupun
fidak .a'nfj opd ) s

AR X\

KETENTLAR iPIDANA

Pasai 20 ,

(1) Waijio Puy=k ','ar o karena Yealvaanny s melanggar ketentuan daiam pasal
9 Peraturan -as ah ini daped mp'“l."nr dengan pidana kurungan naling
lama 6 /anan:). builan dan atau dende paling henyak 2 (dua) kali jumlah
pajak yann teihutang;

(2) Wajib Faick yang dengan ss nga a melanggar kelentuan dalam pasal
9 Peraiuren Dac-ah ini dapu dipiiana dengan Pidana Penjara paling
lama 2 (dua) tzhun dar alaw denda paling banyal 4 (empat) kali jumlah
pajaic yang ferhulang,; '

(3) Tindak pifens scbagaimeona dimaisu] dalam ayat 1 pasal ini adalah
pe!angg- IZ.i%.

Dacal "

Har> KT
Tindalk plda N, :».‘:-"'_ Simena dim.aisud dam prsai 30 Soraturan Daerah ini
tidak dituni. o i S omelamnan jangke vaktu 19 (sepuiuh) tahun sejak saat
terhutangnyf.. FEIE }:_ rau oaralhLaeve data Peick atoy terakhirnya Tahun
Pajak yang «.c.sookitan

Tt XV
FeNYIKAN

irasal O

(1) Pejabal Pugawsai ilegeri Sigl terlentu di ingkungan Pemerintan D.m?rah
diberi \~"';‘ YErAng husus sebzeal Penyidik untuic melakulan penyidikan
tindak piane «i bdang perpaakan dagian;
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(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadli lengkap dan jelas,

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

e. Melakukan . penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lzin, serta melakukan
penyitaan terhadap barang bukti;

f Dalam keadaan perlu dan mendesak penyidik dapat melakukan
penyitaan tanpa surat ijin teriebih dahulu, sesaat setelah melakukan
penyitaan perlu melapaorian kepada Ketua Pengadilan Negeri
setempat;

g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan ftugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

h. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dolumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;

i Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindai pidana perpajakan
daerah;

j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau salsi;

k. Menghentikan penyidikan;

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang perpajalan daerah menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan;

m.PPNS dapat meminta bantuan tekhnis penyidikan dari penyidik
POLRI.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasa!l ini memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum.

—
-

BAB XV
KETENTUAN PENUTUR

Pasal 33

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dzerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daerah;

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang
mengatur tentang Pajak Reklame dinyatalcan ticak tezriaku lagi.
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Pasal 34
&G < Paraturan Doeral su mulan Borlaku pada tanggai duuuazmgk;u‘.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkar gengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Rote Ndao

1

Ditetapkan di Baa

Lot i £ e’y N
‘\/'? CHRISTIAN;

.\.

EHEMIA ()!_;L/\?('f/*

TR e

Diundangkan di Baa
pada Tanggal 14 Pebruari 2004

~ "8y

2 . .Plt’ Selretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao

- . Ll
fu Y’ i \ @
3 ¢ 5 =g : -~
. " .

s ,*)‘_"-f,-_ ti -

U DAMINGGUS WELKIS /-

w7l
ot

LEMBARAN DAERAH KABURPATEN ROTE NDAO TAHUN 2004 NOMOR
007 SERI B NOMOR 004

-
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAQO
NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG
PAJAK REKLAME

UMUM

Pajak Reklame adalah Pajak Daerah Kabupaten/Kota yang sebelumnya
disebut pajak pertunjukkan dan keramaian umum yang obyeknya antara
lain pertunjukkan film di bioskop, olahraga dan pagelaran kesenian.

Pajak Reklame sebelum berlakunya Undang-uhdang Nomor 18 Tahun
1897 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sumber
pungutan Pajak Daerah.

Cengan berfakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan perubahan dan
Penyempurnaan seperlunya mengenai Pajak Daerah dan Retribusi

Pasal 1 Angka 1 s/d 3 . Cukup Jelas

Angka 4 - Pejabat adalah Kepala Dinas Pendapatan
Daerah yang berdasarkan kewenangan
Kepala Daerah ditunjuk untuk melakukan
penagihan Pajak.

Pasal 2 Ayat (1) s/d ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat 3 ! Jenis-jenis Reklame yang dikecualikan dari
Obyek Pajak Reklame yaitu :

‘ » Film Penerangan Pemerintah dan Film

untuk keagamaan;

> Jenis Reklame yang diselenggarakan ojeh
Pamerintah untuk kepentingan Pemerintah
dan kepentingan umum seperti Pameran
Pembangunan atau Pameran Nasional /
Daerah:;

> Segala Jenis Reklame yang
diselenggarakan semata-mata bertujuan
sosial kemanusiaan untuk bencana alam
dan kepentingan keagamaan;

»  Panti pijat tuna netra;

» Segala jenis pertunjukkan, keramaian yang
cersifat tradisional di luar obyek-obyek
wisata, hotel dan restoran.

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 _ : Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5 s/d 34 : Cukup Jelas a

TAMBAHAN  LEMBARAN DAERAH  KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 011
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